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BAB V  

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Prinsip Ekonomi Biru dalam 

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ekspor Pasir Laut” bahwa penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Prinsip ekonomi biru merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

mengelola sumber daya laut baik hayati atau pun non hayati secara 

berkelanjutan dan memiliki tujuan menghasilkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial sambil melestarikan ekosistem dan lingkungan laut. 

Prinsip ekonomi biru pada dasarnya telah diakui oleh hukum nasional 

Indonesia yaitu dalam Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005-

2025, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, 

khususnya Pasal 14 ayat (1), serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pengakuan akan prinsip 

ekonomi biru dalam hukum Indonesia berakibat dalam melakukan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir, dan wilayah-wilayah kecil 

wajib menerapkan prinsip ekonomi biru. 

2. Pada dasarnya prinsip ekonomi biru di Indonesia masih dalam taraf 

sangat umum. Indonesia belum mempunyai pengaturan elemen 

ekonomi biru yang terperinci dan cara mengimplementasikannya. 

Namun, elemen-elemen ekonomi biru yang dirumuskan oleh penulis 

dengan berpijak pada pendapat para ahli, organisasi internasional seperti 

United Nations, UNEP, World Bank, serta UU Kelautan itu sendiri 

adalah keberlanjutan, partisipasi atau keterlibatan masyarakat, efisiensi 

sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple 

revenue). Berdasarkan elemen tersebut dikaitkan dengan pengaturan 

ekspor pasir laut PP 26/2023 dan peraturan turunannya bahwa dalam 

substansi kebijakan ekspor pasir laut masih terdapat kelemahan-
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kelemahan yang ditemukan sehingga belum sejalan dengan prinsip 

ekonomi biru. 

3. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya :  

a. Keberlanjutan : pemanfaatan pasir laut yang termasuk dalam usaha 

risiko tinggi dalam izin pemanfaatan pasir laut tidak mengatur 

mengenai perlunya AMDAL, PP 26/2023 tidak mengatur kewajiban 

akan pelaku usaha untuk melaksanakan penanggulangan dan 

pemulihan, tumpang tindih kewenangan pemberian izin yang 

mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga menyulitkan 

pelaksanaannya, serta tidak adanya keterlibatan pemerintah daerah 

dan masyarakat sekitar sebagai pihak yang kemungkinan terdampak. 

b. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat : pembuatan dokumen 

perencanaan yang tidak mewajibkan keterlibatan masyarakat dan 

tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaporan, 

monitoring, evaluasi, dan pengawasan. 

c. Efisiensi sumber daya : penggunaan kapal isap lebih banyak dampak 

negatif daripada dampak positif karena merusak lingkungan. Biaya 

pemulihan akibat aktivitas kapal isap lebih tinggi daripada 

keuntungan yang didapatkan sehingga tidak efisien. 

d. Meminimalkan limbah : penggunaan kapal isap yang membuat 

limbah naik ke permukaan sehingga membahayakan biota laut dan 

manusia. Hal ini terjadi karena karakteristik dan cara kerja dari kapal 

isap sehingga menimbulkan limbah baru.  

e. Nilai tambah ganda : negara hanya berfokus terhadap keuntungan 

yang didapatkan yaitu penerimaan negara dalam bentuk PNBP 

padahal jika dikaji lebih lanjut kerugiannya lebih besar daripada 

pendapatan negara. Hal ini karena biaya pemulihan lebih besar 

daripada pendapatan.  

4. Dengan terinspirasi dari alat bantu roccipi dan RIA terutama dalam 

tahapan perumusan masalah dapat diketahui faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pembentukan PP 26/2023 dan peraturan turunan 

lainnya adalah faktor kepentingan ekologis seperti kesehatan laut dan 
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kepentingan ekonomis. Namun, berdasarkan alasan-alasan berupa dasar 

pijakan hukum yang lemah seperti bertentangan dengan UU Kelautan, 

UU Pesisir dan Wilayah-Wilayah Kecil, dan peraturan perundang-

undangan lainnya, bertolak belakang dengan temuan ilmiah dan 

pendapat ahli serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di 

bidang lingkungan bahwa pengerukan pasir laut sangat merusak 

lingkungan, serta telah terbukti penggunaan sarana pengerukan kapal 

isap juga merusak lingkungan. Selain itu, dengan maraknya 

pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri yang pada 

kenyataannya hanya menguntungkan investor dan potensi pasar yang 

besar untuk ekspor karena kebutuhan negara tetangga akan pasir laut 

untuk reklamasi dalam negerinya maka penulis berpendapat bahwa 

faktor kepentingan ekonomi lebih diutamakan. Kepentingan ekologis 

hanya sebagai dalih dalam pembentukan PP 26/2023.     

5.2 Saran 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas maka saran saya sebagai penulis adalah :   

1. Untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan 

terutama kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hayati dan non 

hayati di wilayah laut maupun pesisir perlu menerapkan prinsip 

ekonomi biru secara mutlak. Indonesia perlu memiliki suatu 

pengaturan mengenai ekonomi biru yang jelas dan terperinci serta 

cara mengimplementasinya. Selain itu, untuk melakukannya dalam 

tahapan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, 

pengharmonisasian dengan peraturan perundang-undangan di 

atasnya ataupun yang setara perlu diperhatikan lebih teliti. Hal ini 

karena berkaitan dengan kepastian hukum. Apabila kepastian 

hukum tercapai maka dalam melaksanakan dan menegakan 

peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara jelas 

sehingga tujuan dibentuknya suatu peraturan tercapai secara efektif 

dan efisien.  

2. Perlu adanya keterlibatan atau kolaborasi dengan Pemerintah 

Daerah dalam melakukan pelaporan, monitoring, evaluasi dan 
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pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan 

pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan pun diperlukan agar 

menciptakan hukum yang responsif.  

3. Pemerintah wajib lebih kritis dan kreatif dalam membuat sebuah 

kebijakan pengelolaan sumber daya alam yaitu tetap mengejar 

kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan. Dalam hal ini 

Pemerintah perlu mencari jalan keluar terkait dengan pemanfaatan 

hasil sedimentasi selain dengan pengerukan. Pemerintah juga dalam 

membuat kebijakan diharapkan membuat suatu kebijakan yang 

menguntungkan banyak pihak bukan hanya menguntungkan pihak-

pihak tertentu.  
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